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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) Kota Bandung
2.1.1  Kedudukan Perusahaan Daerah Kebersihan

Berdasarkan Surat Keputusan  Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Bandung Nomor 1197 Tahun 1986 dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa :

1. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan kebersihan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

2. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, sebagian dari pendapatan perusahaan Daerah merupakan sumber keuangan daerah.
Perusahaan Daerah Kebersihan (DPK) Kota Bandung adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan kebersihan.Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 02/PD/1985 dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993. Sejarah perkembangan lembaga pengelola kebersihan di Kota Bandung ini dimulai dari tahun 1960. Secara garis besar terbentuknya PD Kebersihan Kota Bandung dibagi kedalam 5 (lima) periode, yaitu :  

1. Periode tahun 1960 sampai dengan tahun 1967
Kebersihan Kota Bandung pada periode ini secara khusus telah dikelola oleh Team Kebersihan dan Pertamanan Kota (TKPK) di bawah Dinas Teknik “A”.

2. Periode tahun 1967 sampai dengan tahun 1972

Perkembangan selanjutnya Team Kebersihan dan Pertamanan Kota (TKPK) dari Dinas Teknik “A” ditambah dengan Bagian Kebersihan dan Riolering dari Dinas Pekerjaan Umum digabung dan dikelola oleh Dinas Teknik Penyehatan (DTP). Penanganan kebersihan di bawah Dinas Teknik Penyehatan (DTP) adalah dengan membentuk satuan kerja yang juga meliputi kesehatan air minum yaitu Komando Operasi Tertib (KOTIB).
3. Perode tahun 1972 sampai dengan tahun 1983

Sejalan dengan perkembangan kota, pada tahun 1972 dibentuk Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) yang membawahi sub bagian pertamanan, reklame, saluran, kebersihan, angkutan sampah, dan rioolering. Pada tahun 1982 DK3 menangani juga retribusi sampah yang dikembalikan dari Dinas Perpajakan, sementara sub bagian saluran dan rioolering diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sub bagian pertamanan diserahkan kepada Dinas Pertamanan, dan sub bagian reklame dikembalikan ke Dinas Perpajakan.

4. Periode tahun 1983

Pada tanggal 1 Januari 1983 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) berubah nama menjadi Dinas Kebersihan (DK)

5. Periode tahun1985
Pada tanggal 1 April 1985 melalui Peraturan Daerah No. 02/PD/1985, Dinas Kebersihan (DK) diubah menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) Kotamadya DT II Bandung dan ditunjuk menjadi kota pertama di Indonesia untuk pilot proyek penanganan kebersihan secara profesional.

Tujuan utama dari pembentukan PD Kebersihan Kota Bandung adalah guna mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan jasa, sarana dan fasilitas di bidang kebersihan, dikelola dalam bentuk perusahaan daerah agar dapat berperan sebagai sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dalam rangka pengembangan daerah. Tugas pokok PD Kebersihan Kota Bandung adalah melestarikan lingkungan secara khusus memelihara dan meningkatkan kebersihan kota sebagai usaha menjamin terwujudnya kota yang rapi, bersih, dan sehat.

2.1.2  Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan tugas pokoknya, PD Kebersihan Kota Bandung memiliki Visi yaitu Bandung bersih tanggung jawab bersama. Sedangkan Misinya adalah memberikan layanan jasa kebersiha ditempat-tempat fasilitas umum, pengangkutan, dan pengelolaan samapah dari Tempat Pembuangan Sementara(TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir(TPA)

Terkaitan dengan Visi dan Misi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tersebut maka, apabila seluruh aktivitas Dinas Kebersihan dapat dilaksanakan. Mengacu kepada Visi dan Misi, maka tujuan menciptakan kebersiha Kota Bandung akan tercapai dengan mudah dan indah sesuai dengan program yang direncanakan.

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Kebersihan (DPK)

Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) Kota Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandung NO. 101 Tahun 2005. Direksi atau unsur pimpinan Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) Kota Bandung terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional. Dari struktur organisasi akan melahirkan suatu kerja sama dan loyalitas. Dalam struktur organisasi itu terdapat keterkaitan secara moral maupun profesional untuk mengefektifkan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Dalam struktur organisasi juga kan terjadi keselarasan dalam pendelegasian wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur organisasi Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) Kota Bandung selengkapnya Dapat dilihat pada lampiran 1.
2.3. Deskripsi Jabatan

Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari unsur-unsur :

1.
Pimpinan, yang disebut direksi dengan susunan sebagai berikut :

· Direktur Utama , yang bertugas :

1) Merencakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawaasi kegiatan anggota direksi lainnya serta langsung meminta Unit Audit Intern, Unit Peneliti dan Pengembangan, Unit Pelaksana Kebersihan Kota Administrasif Cimahi dan Sektor serta Pimpinan Proyek Persampahan Proyek Pengembangan Kota Bandung Dewi Sartika.
2) Merencanakan kegiatan Perusahaan Daerah untuk jangka panjang dan menjamin pelaksanaannya agar diperoleh hasil guna dan daya guna bagi perusahaan daerah yang sebesar-besarnya. 

3) Membuat Program perusahaan daerah bersama anggota Direksi oleh Pengawas/Pembina dalam pelaksanaan opersional perusahaan daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

4) Memelihara suasana kerja seluruh satuan organisasi guna mencapai taraf efisiensi kerja dan administrasi yang baik.

5) Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi dari perusahaan daerah.

· Direktur Umum, yang bertugas :

1) Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi Kegiatan Bagian Umum dan materiil, Bagian Personalia, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

2) Melakukan koordinasi dengan Direktur Teknik dan Operasional guna mencapai efektivitas kerja sebaik-baiknya.

3) Mengawasi dan menilai pengamanan seluruh aktivitas Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya, menetapkan kebijaksanaan mengenai pemeliharaan dan penggunaan secara efektif aset Perusahaan Daerah

4) Menilai dan menyetujui rencana pembelian untuk keperluan operasional, meninjau kembali dan menyetujui transaksi dengan sepengetahuan dan persetujuan Direktur Utama.

5) Memelihara hubungan baik dengan bergai pihak dan mewakili perusahaan daerah dengan Sepengetahuan Direktur Utama.

6) Menghimpun, menyimpan dan mengolah data, baik data teknik maupun data administrasi.

7) Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Direktur Utama.

· Direktur Teknik dan Opersional, yang bertugas :

1) Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Seksi Pembuangan Akhir, Seksi Operional Wilayah Bandung Barat, Seksi Operasi Wilayah Bandung Timur, Seksi Penagihan Uang Jasa Pelayanan Kebersihan.

2) Melakukan koordinasi dengan Direktur Umum guna mencapai efektivitas kerja yang sebaik-baiknya.

3) Menetapkan kebijaksanaan mengenai kegiatan operasi atas persetujuan Direktur Utama.

4) Mengawasi dan menilai pengaman serta pelaksanaan seluruh aktifitas Perusahaan Daaerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2.
Unsur staff

3.
Unsur Pelaksana Teknis

Susunan organisasi Pemerintah daerah adalah :

1.
Badan Pengawas atau Pembina

2.
Direktur Utama, yang dibantu oleh Direktur-direktur dan Unit Audit Intern serta Unit Penelitian dan Pengembangan
3.
Direktur Umum, yang membawahi :

a. Bagian Umum dan Materiil, yang terdiri dari :

· Sub Bagian Tata Usaha

· Sub Bagian Rumah Tangga dan Keamanan

· Sub Bagian Kearsipan

· Sub Bagian Pengadaan, Perawatan, dan Penghapusan Material

b. Bagian Personalia, yang terdiri dari :

· Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Latihan

· Sub Bagian Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja

· Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

c. Bagian Keuangan, yang terdiri dari :

· Sub Bagian Pembukuan dan verifikasi

· Sub Bagian Kas dan Gaji

· Sub Bagian Anggaran

· Sub Bagian Penetapan dan Penagihan

d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang terdiri dari :

· Sub Bagian Perjanjian Kerja

· Sub Bagian Klaim dan Pengaduan

· Sub Bagian Hubungan Masyarakat

4.
Direktur Teknik dan Operasi, membawahi :

a. Seksi Pembuangan Akhir, yang terdiri dari :

· Sub Bagian Pengaturan

· Sub Bagian  Pengolahan

b. Seksi Operasi Wilayah Baandung Barat, yang terdiri dari :

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Sukasari
· Pengelola Kebersihan Kecamatan Sukajadi

· Pengelola Kebersihan  Kecamatan Cicendo

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Andir

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Astana Anyar

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Bojongloa Kaler

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Bojongloa Kidul

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Bandung Kulon

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Babakan Ciparay

c. Seksi Operasi Wilayah Bandung Tengah, yang terdiri dari :
· Pengelola Kebersihan Kecamatan Cidadap

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Coblong

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Bandung Wetan

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Sumur Bandung

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Cibeunying Kaler

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Cibeunying Kidul

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Regol

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Lengkong

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Batununggal

d. Seksi Operasi Wilayah Bandung Timur, yang terdiri dari :

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Cicadas 

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Arcamanik

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Ujung Berung

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Cibiru

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Rancasari

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Bandung Kidul

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Kiara Condong

· Pengelola Kebersihan Kecamatan Margacinta

e. Seksi Penagih Utang Jasa Pelayanan Kebersihan, yang terdiri dari :
· Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Barat

· Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Tengah

· Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Timur

2.4.  Aspek Kegiatan Perusahaan

Tugas pokok dari Perusahaan Daerah secara umum adalah melestarikan lingkungan hidup dan secara khusus memelihara srta meningkatkan kebersihan kota dalam arti yang seluas-luasnya dalam usaha menjamin trewujudnya kota yang rapi, bersih, dan sehat.

Perusahaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijaksanaan teknik pengelolaan kebersihan kota dan memberikan bimbingan teknik pengelolaan kebersihan kepada yang berkepentingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan Perundangan-undangan yang berlaku.

b. Melaksanakan pengelolaan limbah kota sesuai dengan perkembangan yang ada.

c. Meneliti dan mengembangkan sistem pengelolaan kebersihan kota sehingga diperoleh suatu sistem pengelolaan kebersihan kota yang tepat, cepat, murah, dan aman.

d. Mengembangkan dan meneliti cara-cara pengelolaan limbah kota agar dapat dimanfaatkan kembali.

e. Meneliti dan mengembangkan cara-cara pengelolaan limbah kota yang dapat dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di sekitarnya.
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